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A. Latar Belakang Masalah 
Pesantren mengalami perkembangan pesat, baik kuantitatif maupun kualitatif. 
Secara kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, 
dari 14.656 pada tahun 2003-2004 menjadi 27.218 pada tahun 2013-2014. Perkembangan 
pesantren secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya: status 
kelembagaan, tata pamong  kepemimpinan, program pendidikan, keluasan bidang garap, 
kekhasan keilmuan bidang, diversifikasi program dan usaha, pengembangan jaringan 
kerjasama. Keragaman kualifikasi di atas menghasilkan ragam kategori. Sementara ini, 
meskipun harus diteliti lebih lanjut, dari aspek kelembagaan pesantren (Qomar, 2005: 16-
18) dapat diklasifikasi menjadi pesantren: (1) modern dan tradisional, (2) salafi dan khalafi, 
(3) sederhana, sedang, dan maju, (4) kecil, menengah, dan besar, (5) untuk anak-anak, 
orang tua, dan mahasiswa, (6) pedesaan dan perkotaan.  
Terkait kategori di atas, Kementerian Agama pernah mengelompokan pesantren ke 
dalam 3 (tiga) bentuk pesantren: (1) salafiyah, (2) khalafiyah, (3)kombinasi. Lebih lanjut, 
pernah juga membuat pengelompokan berdasar ciri khas keilmuan yang diselenggarakan, 
menjadi pesantren: (1) aqidah, (2) tasawuf, (3) tafsir, (4) hadis, (5) fikih, (6) ilmu alat, (7) 
nahwu/qawa’id, (8) tahfidz, (9) hisab. Dilihat dari ciri khas keterampilan yang 
diselenggarakan, Kementerian Agama mengkategorikan ke dalam pesantren 
berketerampilan: (1) dakwah, (2) kaligrafi, (3) bahasa, (4) perdagangan, (5) pertanian, (6) 
perkebunan, (7) kelautan, (8) home industry.  
Dari ragam kategori tersebut, pesantren dapat dikelompokkan menjadi pesantren 
yang berbasis: (1) ilmu pengetahuan agama Islam (klasik), (2) ilmu pengetahuan sosial 
humaniora, (3) sains dan teknologi, (4)  ekonomi kreatif,  (5) ilmu pengetahuan campuran. 
Atau, menurut pendapat Imam Suprayogo dapat dikategorikan menjadi pesantren: (1) 
mandiri atau alternatif, (2) formal, (3) takmili.  
Selain banyaknya varian kategori di atas, perkembagan pesantren juga terkait 
dengan status dan perannya yang semakin luas (wider mandate) dari sebagai lembaga 
keagamaan, pendidikan, dan sosial sampai ke kampung peradaban dan artefak peradaban 
Indonesia.Peran pesantren sebagai lembaga keagamaan tidak dapat dipungkiri sebagai 
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penggerak Islamisasi di Indonesia (Lombard; 2002).Pesantren telah memberikan akses 
pelayanan pendidikan bagi kemajuan umat.Keterlibatan pesantren dalam pengembangan 
sosial ekonomi, politik, dan budaya, merupakan bukti tentang perluasan peran fungsinya 
sebagai lembaga sosial ekonomi yang dinamis. 
Realitas perkembangan lembaga pesantren di atas,pada aspek-aspek tertentu 
memunculkan beberapa persoalan:  
Pertama, selain memiliki potensi, meningkatnya jumlah pesantren diduga terkait 
dengan longgarnya definisi “pesantren”.Longgarnya definisi pesantren itu, ditemukan 46 
lembaga yang terdata di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, tetapi 
lembaga-lembaga tersebut, bukan pesantren karena tidak memenuhi unsur-unsur 
pesantren.(Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2011). 
Kedua, variasi pesantren yang beragam mengakibatkan langkah pembinaan tidak 
mudah dilakukan. Menurut Muzammil Qomar, kategorisasi pesantren ‘salafi’, ‘khalafi’, 
dan ‘kombinasi’ pada realitasnya tidak bersifat mutlak, bahkan cenderung kabur karena 
dalam realitasnya keadaan pesantren yang selalu berkembang. Demikian pula, unsur-unsur 
pesantren terus bertambah sesuai dengan laju perkembangan sarana-prasarana yang 
dimilikinya (Qomar, 2005: 22). 
Ketiga, peran pesantren yang semakin luas, menjadikan beberapa pesantren tergoda 
melakukan orientasi kegiatan pada hal-hal yang bersifat praktis-pragmatis.Ketiga 
permasalahan di atas memerlukan solusi pemecahan dalam konteks pengembangan 
pesantren, baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang, khususnya yang terkait 
peran fungsi pesantren sebagai lembaga keagamaan (dakwah), pendidikan, dan lembaga 
sosial (ekonomi, politik, dan budaya).  
Lembaga pesantren memerlukan redefinisi komprehensif dengan membatasi dan 
menentukan kembali unsur-unsur dan nilai-nilai pesantren yang dimilikinya. Demikian 
pula, atasperan fungsi sebagai lembaga keagamaan, pendidikan dan sosialnya.Redefinisi 
aspek-aspek pesantren dapat dianalisis dari perspektif kapasitas pesantren.Kapasitas 
pesantren meliputi, aspek legal institusi, pegambilan keputusan, pola kepengurusan 
pesantren, sumber daya sarana,sumber belajar, sumber daya manusia, kultur pesantren, 
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pengembangan akademik, dan kelembagaan serta  jejaring kerja sama. Berdasar analisis 
kapasitas pesantren, diharapkan dapat menjadi pijakan konkrit dan solutif bagi pembinaan 
dan pengembanganpesantren secara tepat sasaran baik oleh pemerintah maupun pihak lain. 
 
 
B. Masalah Pokok dan Fokus Penelitian  
Terdapat dua masalah pokok dalam penelitian ini, pertama, unsur-unsur pesantren 
sebagai sebuah sistem, tampaknya telah mengalami perubahan.  Lima unsur rukun 
pesantren, kiai, masjid, kitab kuning, santri dan asrama, apakah boleh berkurang atau 
sebaliknya harus ditambah dengan unsur-unsur lainnya.   
Kedua,  kapasistas pesantren yang sangat beragam memerlukan pemetaan yang 
tepat. Pemetaan yang melibatkan mayoritas bahkan keseluruhan unsur dan sistem nilai 
pesantren. Aspek-aspek seperti  bentuk legal formal kelembagaan, sumber daya manusia, 
sumber daya sarana prasarana yang dimiliki, sumber belajar, kultur pesantren, 
pengembangan akademik, kelembagaan dan  jejaring kerja sama tampaknya layak 
dijadikan parameter kapasitas pesantren. 
Sementara itu, penyebutan tipologi pesantren tradisional atau salaf,modern, 
kombinasi,saat ini dirasa telah mengalami surut makna dan kurang tepat. Masing-masing 
tipologi menimbulkan kesalahpahaman, terutama makna tradisional dan modern yang 
memiliki bias makna terutama dalam hal kemajuan. Tradisional terkesan stagnan, desa, 
sedangkan modern terkesan maju.Karena itu diperlukan reidentifikasi tipologi pesantren 
yang empirik, aktual, dan jauh dari kesan mendeskreditkan.Masalah ini menjadi fokus 
penelitian yang lain, sebagai salah satu hasil dari analisis data yang dihasilkan. 
Dengan kedua pokok masalah di atas, penelitian akan memfokuskan pada pemetaan 
kapasitas pesantren sekaligus melakukan reidentifikasi tipologi pesantren dengan menguji 
sebanyak 15 unsur, 7 nilai, dan 11 ‘parameter’ kapasitas pesantren. Ke 15 unsur, 7 nilai 
dan 11 parameter kapasitas, kemudian diklasifikasi menjadi 6 (enam) kategori meliputi, 
bentuk legal dan pengambilan keputusan, sumber belajar, sumber daya (manusia dan 
sarana), nilai-nilai internal (budaya organisasi) dan ketahanan lembaga (survive-ability). 
Bentuk legal dan pengambilan keputusan dimaksud berisi aspek legal formal, 
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pengambilan keputusan dan pola kepengurusan pesantren. Sumber  belajar meliputi kitab 
kuning,spesialisasi bidang dan  nama-nama kitab yang digunakan dan bidang ilmu yang 
dikaji.  
Sumber daya manusia meliputi, sumber daya santri, asal santri, pengelola, ustad 
dan rasio perbandingan ustad-santri.  Sumber daya (sarana prasarana) meliputi  luastanah, 
luas sarana belajar, asrama, daya tampung masjid, luas perpustakaan, luas gedung 
pertemuan atau aula, gedung kantor, tanah untuk pengembangan. Nilai-nilai internal 
(budaya organisasi) meliputi, akhlakul karimah, penanaman nilai-nilai tradisi pesantren, 
kesadaran politik, dan global-local awareness.Ketahanan lembaga (Survive-
Ability)meliputi, pengembangan sarana institusi, program pengembangan kelembagaan 
dan  kerja sama luar negeri. 
 
C. Rumusan Masalah  
Terdapat tiga rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
Pertama,bagaimana kondisi ril kapasitas pesantren di Indonesia? 
Kedua,berapa standar nilai tertinggi untuk masing-masing klasifikasi pesantren? 
Ketiga, Unsur dan nilai apa yang yang paling dominan dalam mempengaruhi 
peningkatan kapasitas pesantren? 
 
 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan pertama, mengetahui kapasitas pesantren di Indonesia. 
Kedua,  mengetahui standar nilai tertinggi pada masing-masing klasifikasi 
pesantren.Ketiga, menentukan unsur-unsur  dan nilai yang dominan dalam mempengaruhi 
peningkatan kapasitas pesantren. Selain ketiga tujuan di atas, penelitian ini juga 
diharapkan dapat menghasilkan tipologi pesantren baru, yang adaptif, bermakna dan 
kontributif bagi pesantren dan masyarakat luas. 
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E. Signifikansi Penelitian 
Secara akademik signifikansi penelitian dapat memberikan kontribusi pemahaman 
tentang peta kelembagaan pesantren meliputi unsur, nilai, dan peningkatan kapasitas 
pesantren. Sedangkan secara kebijakan, penelitian ini akan memberikan masukan kepada 
pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pengembangan pesantren secara tepat 
guna. Suatu kebijakan berupa alternatif-alternatif program beserta konsekuensi-
konsekuensi dari alternatif program-program yang diusulkan.    
 
F. Kerangka Teori  
Kelembagaan Pesantren 
Pesantren merupakan lembaga sosial yang motif, tujuan dan usaha-usahanya 
bersumber pada agama Islam(Suyata,1985).  Pesantren adalah lembaga sosial 
kemasyarakatan  yang mempunyai sistem nilai yang unik, yang berperan multi fungsi 
meliputi keagamaan, pendidikan dan pengembangan kemasyarakatan (Amin Haedari, 
2008). 
Pesantren memiliki suatu tradisi, yang merupakan identitas kolektif yang 
meyakinkan terhadap komunitasnya.Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, pesantren 
berperan sebagai lembaga ‘amar ma’ruf nahi munkar yang partisipatif, baik bi al-lisan 
maupun bial-hal dengan terlibat langsung menangani permasalahan kemasyarakatan. 
Keberadaan pesantren berperan sebagai media transformasi kultural yang 
menyeluruh.Pimpinan pesantren dan para santrinya mampu menjadikan dirinya sebagai 
penjaga gawang terjadinya kemerosotan moralitas.Kekuatan peranan kultural pesantren 
itu dapat terjadi karena didukung olehy sistem nilai pesantren atau kultur pesantren. 
Dengan jumlah sekitar 27.000 pesantren pada tahun 2012-2013, pesantren telah 
memberikan pelayanan pendidikan kepada 3,65 juta santri. Hal ini membantu program 
wajib belajar yang dicanangkan pemerintah dan sekaligus berpartisipasi dalam 
pembangunan di bidang pendidikan nasional. Potensi lain yang dimiliki pesantren adalah 
potensi sosial ekonomi kemasyarakatan. Dengan ragam potensi itu, pesantren telah ikut 
serta mengembangkan masyarakat. Peran pesantren dalam pembangunan masyarakat 
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dapat dirasakan dari apa yang dilakukan pesantren seperti pengembangan pendidikan 
mandiri, pembangunan sosio-kultural, dan pengembangan sumber daya kemasyarakatan. 
Pemetaan sosial (social mapping) didefinisikan sebagai proses penggambaran yang 
sistematik melalui pengumpulan data dan informasi tentang suatu masyarakat, termasuk 
di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Mengacu pada 
Netting, Kettner, dan Mc.Murtry (1993), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social 
profiling atau ‘pembuatan profil suatu masyarakat’.  Prinsip pemetaan sosial adalah proses 
pengumpulan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik 
yang dapat digunakan sebagai bahan membuat suatu keputusan terbaik dalam proses 
pengelolaan sebuah lembaga.  
Berdasar pemahaman itu, pemetaan pesantren merupakan penggambaran 
keseluruhan data potensi, peran dan fungsi pesantren yang telah berkiprah dalam 
kehidupan masyarakat.Keseluruhan data peran dan fungsi yang terwadahi dalam 
pesantren sebagai sebuah kelembagaan yang mandiri. 
Istilah ’kelembagaan’ paling tidak memberi tekanan kepada lima hal berikut: 
pertama, berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen karena 
dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan. Cooley (dalam 
Soemardjan dan Soemardi, 1964: 75) menyimpulkan bahwa: “….institution defined as 
established norm or procedures. It is sometimes the practice to refer to anything which is 
socially established as an institution”. Suatu norma dan tata cara yang bersifat tetap 
tersebut berada dalam sebuah lembaga. Sejalan dengan itu, Uphoff juga menyatakan 
bahwa kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang telah berjalan lama sepertinorm dan 
behavior;“In general, institutions, are complexes of norm and behaviour that persist over 
time by serving colletively valued purpose” (Uphoff, 1986: 9). 
Menurut struktur peristilahan, ‘perilaku’ diturunkan dari ‘norma’ sehingga ‘norma’ 
berada di level yang lebih tinggi. Dalam batasan Johnson (1960: 48), ‘perilaku’, selain 
dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai culture, “…….. also chemical, physical, 
genetic, and physiological”. Sesuatu yang tetap tersebut berguna untuk menyediakan 
stabilitas dan konsistensi di masyarakat, yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur 
perilaku. Selain itu, aspek yang tetap tersebut menjamin situasi akan berulang atau dapat 
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diperkirakan (predictable) sehingga perilaku tersebut menjadi efektif. Perilaku yang 
teratur dan predictable merupakan hal yang penting dalam masayarakat sehingga menjadi 
teratur, bukan perilaku yang spontan dan unpredictable. 
Kedua, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan suatu 
perilaku.Sesuatu yang abstrak merupakan kompleksitas beberapa hal yang terdiri dari 
beberapa bentuk yang tidak selevel. Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan apa yang 
disebut Cooley dengan ‘public mind’ atau menurut Koentjaraningrat ‘wujud ideal 
kebudayaan’, atau cultural, menurut Johnson. Secara garis besar, hal yang dimaksud 
terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide, belief, dan 
moral. 
Kumpulan dari hal-hal yang abstrak tersebut, terutama norma sosial, diciptakan 
untuk melaksanakan fungsi masyarakat (Taneko, 1993). Fungsi-fungsi dimaksud 
merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Karena tingkat 
kepentingannya yang tinggi, maka, seiring berjalannya waktu, akhirnya ia mempunyai 
kedudukan yang pasti, atau terkristalisasi menjadi semakin tegas. Sebagaimana juga 
ditambahkan W. Hamilton (dalam Johnson, 1960: 22): “Social institution …. a complex 
normative pattern that is widely accepted as binding in particular society or part of a 
society”. 
Bahwa kelembagaan lebih fokus pada aspek kultural juga merupakan kerangka 
berpikir Gillin dan Gillin. Ia mendefinisikan ‘kelembagaan’ dalam cultural 
conceptsebagai: “A Social institution is a functional configuration of cultural patterns 
(including actions, ideas, attitudes, and cultural aquipment) which possesses a certain 
permanence and which is intended to satisfy felt social need” (Soemardjan dan Soemardi, 
1964: 67). 
Ketiga, kelembagaan terkait dengan perilaku atau seperangkat mores (tata 
kelakuan) atau cara bertindak yang berjalan di masyarakat (establish way of behaving). 
Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup. Menurut Hebding et al. (1994), 
institusi sosial merupakan sesuatu yang selalu ada pada semua masyarakat karena berguna 
untuk mempertemu-kan berbagai kebutuhan dan tujuan sosial yang dinilai penting. Jika 
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masyarakat ingin survive, maka, insitusi sosial harus ada. Keluarga misalnya, merupakan 
institusi sosial pokok yang mempertemukan kebutuhan sosial yang dinilai vital. 
Koentjaraningrat juga termasuk salah satu penulis yang lebih menekankan aspek 
perilaku. Ia menggunakan kata ’pranata’ sebagai padanan kata ’institution’, dan ’pranata 
sosial’ untuk ’social institution’. ’Pranata’ diartikan sebagai kelakukan berpola dari 
manusia dalam kebudayaannya. Sedangkan, ’pranata sosial’ diartikan sebagai suatu 
’sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk 
memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat 
(Koentjaraningrat, 1964: 113). Definisi ini lebih menekankan pada aspek tata kelakuan 
yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 
Meskipun aspek ‘perilaku’ merupakan inti kajian pranata, namun, Koentjaraningrat 
menyatakan bahwa terwujudnya suatu ’pranata’ berada dalam pengaruh dari 3 (tiga) 
wujud kebudayaan, yaitu: (a) sistem norma dan tata kelakuan dalam konteks wujud ideal 
kebudayaan, (b) kelakuan berpola untuk wujud kelakukan kebudayaan, dan (c) 
peralatannya untuk wujud fisik kebudayaan. Ditambah dengan personelnya sendiri, maka, 
pranata terdiri dari 4 (empat) komponen tersebut yang saling berinteraksi satu sama lain. 
Keempat, kelembagaan merupakan cara-cara standar atau kemampuan untuk 
memecahkan masalah.Hebding et al. (1994: 407) menyatakan bahwa ‘institusi sosial’ 
adalah nilai-nilai yang melekat pada masyarakat yang menyediakan stabilitas dan 
konsistensi di masyarakat, yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur perilaku. 
Menjamin situasi akan berulang sehingga menjadi efektif. Efektifitas merupakan 
perhatian utama dalam apa yang dikenal dengan pemahaman ‘ekonomi kelembagaan’. 
Dari keempat tekanan pengertian di atas terlihat jelas, bahwa ‘kelembagaan’ 
memiliki perhatian utama pada perilaku terpola, yang sebagian besar berasal dari norma-
norma yang dianut oleh komunitas lembaga tersebut.Kelembagaan berpusat pada tujuan-
tujuan, nilai atau kebutuhan sosialnya. Lebih jauh, kelembagaan merefer pada suatu 
prosedur, kepastian, dan panduan untuk menggapai tujuan tertentu. 
 
Unsur, Nilai-nilaiPesantren 
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Mengkaji pesantren memiliki sejarah yang panjang.Tidak berlebihan jika pesantren 
sangat terkait erat dengan Islamisasi di Nusantara.Munculnya pesantren merupakan salah 
satu penopang utama masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.Sebagai jaringan 
penggerak Islam khususnya di Jawa, pesantren telah memerankan secara optimal sebagai 
episentrum penyebaran Islam.Eksistensi pesantren-pesantren saat ini tidak dapat lepas 
dari sejarah perkembangannya.Pesantren menjadi warisan umat Islam Indonesia yang 
lahir dari bawah bersama umatnya dan memperlihatkan keaslian Indonesia (indigenous). 
Dengan variasi proses dan perkembangannya masing-masing, pesantren tumbuh 
dan berkembang dengan pesat. Secara kuantitaif kini terdapat puluhan ribu pesantren 
dengan variasi bentuk dan unsur yang dimilikinya.Secara kualitatif terdapat ragam fungsi 
dan peran yang dimainkannya dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.  Dari aspek 
unsur, kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab adalah lima unsur utama yang dimiliki oleh 
sebuah pesantren. Bahkan sebagian ahli memandang, kelima unsur itu merupakan lima 
rukun pesantren atau pancasila pesantren.  
Dengan demikian, jika salah satu tidak ada maka belum layak disebut pesantren. 
Ketika sebuah pesantren terdata di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
yang diterbitkan oleh pemerintah, dengan dalih telah mendapat surat keputusan atau 
sertifikat, kemudian   memunculkan permasalahan baru.  Manakah yang harus dijadikan 
parameter utama, apakah hanya karena ada bangunan dan penyelenggaraan pendidikan 
keagamaan sudah disebut pesantren.Atau, karena alasan pragmatis, sebuah lembaga 
pendidikan diidentifikasi sebagai sebuah pesantren padahal lembaga itu tidak lagi seperti 
‘pesantren’ dalam arti yang sebenarnya.Sepertinya, ada ‘ruh’ pesantren yang hilang.Kasus 
adanya fenomena kekerasan yang berjubah dan dibungkus agama, yang dikaitkan dengan 
pesantren merupakan problematika yang kompleks. Kasus kekerasan di NTB misalnya, 
yang diduga dilakukan oleh sebuah “pesantren”,  setelah dikunjungi oleh peneliti ternyata 
jauh dan bukan pesantren. Kondisi demikian disadari benar oleh Kementerian Agama 
sehingga perlu ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk semacam sertifikasi suatu 
lembaga untuk layak tidaknya disebut pesantren.Persoalan lain adalah, apakah pada era 
kekinian masih cukup dengan lima unsur atau sudah harus bertambah? 
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Salah satu ukuran yang dibuat adalah Draft Peraturan Menteri Agama (PMA) 
tentang pendidikan keagamaan Islam, di dalamnya terdapat pasal pendidikan 
pesantren.Disebutkan, unsur-unsur pesantren adalah: kiai atau sebutan lain yang sejenis, 
santri, pondok atau asrama, masjid atau mushalla, dan kitab kuning atau dirasah Islamiyah 
dengan pola pendidikan muallimin.  
Kiai adalah guru atau ustadz yang memiliki banyak ilmu pengetahuan sehingga 
banyak santri (murid) yang ingin menimba ilmu darinya. Santri pesantren adalah murid 
(siswa) baik yang bermukim di pondok atau asrama pesantren atau yang tinggal di tempat 
lain untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan bahasa, kitab kuning atau dirasah 
Islamiyah, pengamalan ibadah, dan pembentukan akhlak karimah selama 24 jam.Pondok 
atau asrama pesantren adalah tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan santri selama 
masa belajar dengan memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan 
kesehatan.Masjid atau mushala adalah tempat peribadatan dan/atau pembelajaran santri 
yang dapat digunakan juga untuk pelaksanaan ibadah masyarakat sekitar pesantren.Kitab 
(Kitab kuning) adalah kitab kuning atau dirasah Islamiyah yang dipelajari santri dengan 
pola pendidikan mu’allimin sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren. 
Selain unsur-unsur pesantren, nilai dan kultur pesantren merupakan aspek yang 
harus ada dalam suatu pesantren. Model pendidikan, pengajaran dan pengalaman yang 
dilakukan terus-menerus dalam relasi fungsional internal dan eksternal dipastikan 
dilakukan dengan nilai-nilai tertentu.Apalagi bahwa pesantren didirikan atas dasar 
pengembangan ajaran ilahi yaitu agama Islam. Di sinilah nilai-nilai pesantren telah 
menjadi, meminjam istilah Gus Dur pesantren sebagai sub kultur dengan sistem nilai yang 
khas. Nilai-nilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kedamaian, ukhuwah 
Islamiyah, kebebasan, menjaga tradisi, menyesuaikan dengan situasi global, kearifal 
lokal, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan struktur yang 
tak terpisahkan dari kultur pesantren.Persoalannya adalah, apakah system nilai pesantren 
berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas pesantren? 
 
Kapasitas  
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Fokus penelitian ini diarahkan pada pemetaan kapasitas pesantren. Adanya ragam 
peran dan fungsi pesantren dalam kehidupan masyarakat, menunjukkan suatu pesantren 
telah memiliki kapasitas tertentu. Sebaliknya, jika pesantren tidak memiliki kapasitas 
maka, akan sulit dalam menjalankan peran fungsinya, meskipun dalam ukuran minimal 
sekalipun.  
Berdasar hal itu, pada dasarnya setiap pesantren yang telah berkiprah telah 
memiliki  kapasitas tertentu sesuai kemampuan dan modal social yang dimilikinya. Secara 
sederhana, kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan dapat berkiprah yang telah 
dimainkan oleh suatu lembaga.Sedangkan kapasitas pesantren merupakan keseluruhan 
kemampuan pesantren dalam bertindak, berperan, bekerjasama sehingga memiliki 
ketahanan lembaga. 
Morgan seperti dikutip Mathaci dalam Capasity  Building Frameworks, UNESCO-
IICBA 2006 menulis sebagai berikut: “Capacity is defined as the organizational and 
technical abilities,relationships and values that enable countries, organizations, groups, 
and individuals at any level of society to carry out functions and achieve their development 
objectives over time. Capacity refers not only to skills and knowledge but also to 
relationships, values and attitudes, and many others (emphasis added)” 
Sementara itu, The World Bank memberi pengertian :“The proven ability of key 
actors in a society to achieve socio-economic goals on their own. This is demonstrated 
through the functional presence of a combination of most of the following factors: viable 
and respective organizations; commitment and vision of leadership; financial and 
material resources; skilled human resources” (World Bank, 2006).  UNDP: “The process 
through which individuals, organisations, and societies obtain,strengthen, and maintain 
the capabilities to set and achieve their own development objectives over time” (UNDP, 
2008). Tearfund: "A tailor-made process which seeks to strengthen the effectiveness and 
impact of an organisation and its programmes for addressing poverty, in relation to their 
mission, context and resources" (Tearfund, 2009). 
Dari pengertian-pengertian di atas, kapasitas merujuk pada keseluruhan sumber 
daya yang dimiliki baik kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana untuk 
mengembangkan dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan.Dalam suatu pesantren, 
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terdapat berbagai subsistem yang saling terkait yang secara keseluruhan saling bersinergis 
dalam memainkan peran dan fungsinya sehingga melahirkan ketahanan kelembagaan 
dalam sistem sosial yang melingkupinya. Kapasitas suatu lembaga akan lebih berdaya 
guna bila keseluruhan kekuatan internal dapat bersinergi dalam menghadapi dan 
mengatasi tantangan yang datang dari luar. Sinergitas antara keseluruhan potensi internal 
dan potensi eksternal ikut berkiprah menjadi pengembangan yang natural (development 
spontanous). 
Sementara itu, capacity building lebih menghendaki terjadinya pengembangan 
yang disadari atau pengembangan yang direncanakan (programmed development). 
Pengembangan yang direncanakan dapat terjadi ketika seluruh potensi eksogen dan 
endogen kelembagaan secara fungsional dapat dikelola secara terprogram sehingga arah 
dan dinamika perkembangan kelembagaan dapat terencana dan terukur. 
Capacity building merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau 
serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, 
organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan 
penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan 
lingkungan yang ada (Morison, 2001:42). 
Dalam Buku The Capacity Building For Local Government Toward Good 
Governance, Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, World Bank menekankan perhatian 
capacity building pada; 
Pertama, pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitmen pegawai 
profesional, manajerial dan teknis.Kedua, Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, 
proses, sumber daya dan gaya manajemen. Ketiga, jaringan kerjasama(network), berupa 
koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; 
Keempat, lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) 
yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, 
kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan 
anggaran. Dan kelima, lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-
faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja. 
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Penelitian tentang buildingcapacitytentang pesantrentampaknya masih jarang 
dilakukan. Berpijak pada hasil penelitian tentang building capacityterhadap institusi 
pendidikan yang dikelola oleh lembaga agama di Kitwobee oleh Ricket (2007) dan 
(Freeman, 2010)  ditemukan bahwa unsur agama ikut terlibat dalam penguatan kapasitas 
lembagapendidikan tersebut. Unsur-unsur agama dimaksud meliputi; adanya kesadaran 
Tuhan menjadi spirit dalam pendirian lembaga tersebut, hadirnya tokoh kharismatik yang 
berfungsi sebagai konsultan, adanya semangat trustyang tinggi, menjadi pondasi yang 
kokoh sebagai pilar pendidikan yang dijalankan, proses pendidikan didasarkan visi misi 
para pendirinya, para pendiri lembaga pendidikan berfungsi sebagai sebagai penggerak 
organisasi dan proses pendidikan tidak memiliki kebakuan model, tetapi terus 
berkembang. 
Dalam diagram Ricket, building capacity  terdiri dari unsur-unsur yang dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Gambar 1: Diagram Ricket 
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Berdasar kajian  Ricket dan Freman di atas, dapat disimpulkan bahwa  building 
capacity merupakan proses yang direncanakan berdasar potensi dan sumber daya (internal 
dan eksternal) yang secara dinamis dapat menjadi pendorong peningkatan kapasitas 
institusi. 
Dalam implementasinya, building capacity dapat dilaksanakan dalam berbagai 
tingkatan secara simultan. Menurut Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS: 2010, building 
capacitydapat diilustrasikan sebagai berikut: 
 
 
Gambar 2: Implementasi building capacity 
 
Dari gambar tersebut dapat disarikan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan 
secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu: 
1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, 
kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas 
kebijakan tertentu; 
2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-
organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan 
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mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-
hubungan dan jaringan-jaringan organisasi; 
3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-
persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi 
dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi 
Unsur, Sistem Nilai dan Kapasitas 
Dalam perspektif kebijakan, unsur, system nilai manakah yang secara signifikan 
dapat menentukan pencapaian atau peningkatan kapasitas pesantren? Setelah 
memaparkan tentang unsur-unsur, nilai dan potensi kapasitas pesantren, penelitian ini 
akan menguji signifikansi unsur-unsur, sistem nilai yang dimiliki oleh suatu pesantren 
terhadap peningkatan kapasitas pesantren.  Secara kuantitatif penentuan itu akan 
ditemukan melalui analisis statistik. Secara kualitatif signifikansi tersebut didasarkan pada 
salah satu teori budaya organisasi yang menempatkan sistem nilai sebagai salah satu input 
bagi organisasi. Sistem nilai mempengaruhi proses budaya dan budaya organisasi. 
Dipahami pula, sistem nilai itu menjadi dasar bagi out put organisasi.(Taliziduhu, 
2003:107). Budaya organisasi dibentuk oleh tindakan perilaku para pendiri, dan nilai-nilai 
yang dihadirkan dan diberbelakukan melalui mekanisme primer dan mekanisme sekunder. 
Suatu organisasi tidak dapat tumbuh dan berkembang kecuali  melalui mekanisme-
mekanisme seperti diferensiasi fungsi organisasi,  diferensiasi oleh tantangan masyarakat, 
diferensiasi oleh adanya hierarki dalam organisasi, aliansi strategis, dan lain-lain. 
Dari perspektif lain secara teoritis, diakui terdapat hubungan antara ajaran agama, 
ketaatan beragama dengan tingkah laku masyarakat.  Ajaran Islam cukup konsisten dalam 
membentuk sikap suatu masyarakat atau organisasi. Lance Castle (1982) meskipun 
dengan bahasa yang tidak tegas,iamengakui adanya pengaruh agama terhadap sikap 
masyarakat. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Irwan Abdullah (1994), keberhasilan 
masyarakat pebisnis muslim, terkait erat dengan nilai ketaatan agama dan dukungan faktor 
lain seperti struktur sosial politik masyarakat. Agama memiliki peran penting dalam 
pembaharuan sikap dan perilaku masyarakat.Temuan Irwan A, dikuatka pula oleh Zubaidi 
(2007) yaitu adanya pengaruh ajaran agama terhadap pengembangan sosial ekonomi 
masyarakat.  
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Ajaran agama dapat menjadi basis nilai dan kekuatan motivatif dalam proses 
dinamisasi kehidupan sosial ekonomi. Pada poin ini, sikap dan kebiasaan, kemudian 
mengkristal menjadi budaya masyarakat.Budaya merupakan keseluruhan sistem nilai, 
sistem perilaku suatu masyarakat.Atau keseluruhan sistem keyakinan, nilai dan perilaku 
seseorang atau komunitas yang dengan sistem-sitem itu, bertutur, berperilaku, hingga 
sikap dalam penyelesaian masalah, baik ke dalam maupun ke luar.(Talizidulu, 2003). 
Ekspresi kolektif dari dalam menjadi sumber dinamika dan inovasi keseluruhan 
suatu organisasi atau lembaga dan melahirkan ekspresi kolektif  ke luar dalam berbagai 
wujud kompetensi, yang dapat dinilai sebagai coorporate culturevirtuous circle suatu 
organisasi atau lembaga. 
Coorporate culturevirtuous circle, adalah  budaya perusahaan yang secara cermat 
mempertimbangkan sikap dan perilaku informal demi kepuasan masyarakat, 
mengorganisasikanya secara tersistem dalam perusahaan. Dalam istilah Hampden-Turner, 
diibaratkan roda lingkaran yang jari-jarinya sangat kuat sehingga roda dapat berputar 
dengan stabil dan terkendali, walaupun secepat apapun putarannya. 
Budaya perusahaan yang kuat dapat diibaratkan sebagai magnet yang mempunyai 
kemampuan menarik benda yang berada di sekelilingnya.Sebaliknya, perusahaan yang 
tidak memiliki budaya perusahaan diibaratkan sebagai besi.Budaya perusahaan yang telah 
berfungsi mengendalikan individu dalam organisasi berujud menjadi kata hati.Sedangkan 
dalam lingkup organisasi berujud menjadi pola perilaku kolektif keseharian. Wujud pola 
perilaku kolektif inilah yang disebut sebagai wujud nyata budaya atau 
artefak.(Shelmi,2013). Cepat atau lambatnya proses perwujudan artefak ditentukan oleh 
kepemimpinan. Dengan demikian, kepemimpinan berpengaruh yang signifikan dalam 
perwujudan budaya perusahaan. 
Budaya perusahaan kemudian dapat menjadikan suatu organisasi atau lembaga 
memiliki competitive advantage yang baik, yaitu kemampuan dapat bersaing lebih unggul 
dibanding lembaga lain. Budaya perusahaan merupakan faktor kunci dalam menentukan 
keunggulan daya saing suatu organisasi atau lembaga(Wilson Bangun, 2013).Ekspresi 
keluar dari suatu lembaga itulah, dapat dimaknai sebagai kapasitas kelembagaan.  
Berdasar teori budaya organisasi dan teori hubungan antara nilai dan kapasitas itu, maka  
18 
 
dimungkinkan  adanya pengaruh dan signifikansi nilai-nilai yang dimiliki oleh pesantren 
terhadap kapasitas yang dicapai oleh suatu pesantren. 
Secara terperinci, unsur-unsur, sistem nilai dan potensi kapasitas pesantren yang 
dikaji terdiri dari indikator-indikator berikut:  
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Tabel 1 
Sistem, Aspek, Indikator dan Bobot  
 
SISTEM  ASPEK INDIKATOR BOBOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNSUR 
▪ Status legal formal 
 
 
 
▪ Pengambilan 
Keputusan dan 
Pola 
Kepengurusan 
Pesantren (Tata 
Pamong) 
 
▪ Santri mukim 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Aset, Sarana, dan 
Prasarana  
 
 
 
 
▪ Badan Wakaf 
▪ Yayasan 
▪ SK Kemenag 
 
▪ Musyawarah 
▪ individu 
 
▪ Kolektif 
▪ Individual 
▪  Lain-lain 
 
▪ Jumlah santri 
▪ Asal daerah 
santri 
-Luar Negeri 
-Luar Propinsi,  
luar  pulau 
-Luar propinsi  
  dalam pulau 
 
▪ Tanah 
▪ Asrama 
▪ Gedung 
Perkantoran 
▪ Ruang Belajar 
▪ Perpustakaan 
Badan wakaf lebih ideal 
dari pada yayasan 
 
Pengambilan Keputusan 
musyawarah lebih ideal 
 
Kepengurusan kolektif 
lebih ideal dibading 
individual 
 
Jumlah santri mukim 
lebih banyak lebih ideal 
Asal santri luar negeri 
ada lebih ideal 
 
 
 
 
 
 
Semakin lengkap asset 
sarana prasarana lebih 
ideal 
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▪ Kitab 
 
 
 
 
 
▪ Gedung 
serbaguna 
▪ Daya tampung 
▪ Luas sarana 
prasarana 
 
▪ Jumlah dan 
nama-nama kitab  
sumber belajar di 
pesantren dalam 
berbagai bidang 
keilmua 
 
 
 
 
Semakin banyak kitab 
daras dan mu’tabar yang 
dikaji semakin kokoh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILAI  
▪ Akhlaq al-
Karimah  
 
 
 
 
 
 
▪ NKRI  
 
 
 
 
▪ Sikap dan 
Respons 
 
 
 
 
▪ Keikhlasan 
▪ Kesederhanaan 
▪ Kemandirian 
▪ Kebebasan 
▪ Ukhuwah 
Islamiyah 
 
▪ Pancasila 
▪ UUD 45 
▪ NKRI 
▪ Bhineka tunggal 
ika 
 
▪ Terbuka  
▪ Melestarikan 
tradisi dan 
responsive 
terhadap 
perubahan global 
Ideal jika nilai-
nilaiakhlakul karimah 
terpenuhi 
 
 
 
Ideal jika empat pilar 
kebangsaan terpenuhi  
 
 
 
 
 
Ideal jika responsif dan 
melestarikan tradisi 
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▪ Menjaga Tradisi 
 
▪ Mengembangkan 
tradisi 
▪ Menjaga tradisi 
dan Kearifan 
Lokal 
▪ Al-Muhafadzah 
‘ala al-qadim al-
shalih wa al-
akhdzu bi al-
jadid al-aslah 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPASITAS 
 
▪ Bidang kajian 
yang 
dikembangkan 
 
 
 
 
▪ Kekhusuan bidang 
ilmu 
▪ Keilmuan Islam 
Klasik 
▪ Sosial 
Humaniora 
▪ Ekonomi  Kreatif 
▪ Sains dan 
Teknologi 
 
▪ Nahwu/ sharaf 
▪ Figh ushul fiqh 
▪ tafsir ulumul al-
qur’an 
▪ hadis 
▪ tasawuf 
▪ tauhid/ akhlak 
 
Semaikin luas bidang 
kajian, lebih ideal 
 
 
 
 
 
 
semakin fokus dalam 
bidang keilmuan 
tertentu lebih ideal 
 
 
Diversifikasi 
Program Pendidikan 
▪ Diniyah  
▪ MI/SD 
▪ MTsN/SMP 
▪ MA/SMA 
Ideal jika terjadi 
diversifikasi level 
pendidikan 
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▪ Ma’had Ali 
▪ Perguruan Tinggi 
▪ Pendidikan 
Vokasional 
 
 Diversifikasi Usaha ▪ Kopontren 
▪ BMT/BPRS 
▪ Home Industry 
▪ Pertokoan 
▪ Pertanian/ 
Perkebunan 
▪ Peternakan 
▪ Perikanan 
▪ Agro Bisnis 
▪ Kesehatan/Klinik 
▪ Lain-lain 
Semakin diversif usaha 
lebih ideal 
 
 
 Pengembangan 
Pesantren 
▪ Perluasan Tanah 
▪ Penambahan 
Sarana Bangunan 
▪ Pembaharuan 
Program 
▪  Lain-lain 
Ideal jika memiliki lebih 
banyak program 
pengembangan  
 Sumber Daya 
Manusia 
▪ Diploma/ 
sederajat 
▪ S1/ sederajat 
▪ S2  
▪ S3 
▪ Ma’had Aliy 
▪ Lain-Lain 
Ideal jika kompetensi 
SDM terpenuhi 
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 Sumber Daya 
Teknologi 
▪ Komputer 
▪ Mesin Cetak 
▪ Internet/wifi 
▪ Mesin Produksi 
▪ Bank/ ATM  
Ideal jika memiliki lebih 
banyak sumber daya 
teknologi 
 Program 
Pengembangan  
 
▪ Kitab/ Buku 
produksi sendiri 
▪ Produksi industri 
kreatif 
▪ Organisasi 
alumni 
Ideal jika memiliki lebih 
banyak program 
pengembangan 
kelembagaan 
 
 
G. Metode Penelitian 
Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini akan menggunakan pengukuran 
berdasar serangkaian ‘indikator dengan ‘pendekatan kapasitas’ (capacity approach) 
melalui angket/ quisioner yang secara langsung di isi oleh responden pesantren terdiri dari 
pimpinan/ pengurus, ustadz dan santri. Selain quisioner diperkuat melalui metode 
wawancara dengan pimpinan/ pengurus pesantren, guna mendalami hal-hal yang bersifat 
informatif. 
Serangkaian indikator digunakan agar dinamika pesantren selalu tampak 
mengemuka dan up to date sesuai perkembangan global.Kapasitas (capacity) merupakan 
pendekatan yang saat ini secara luas digunakan dalam pengembangan masyarakat 
(community development). Beberapa literatur mendefinisikan “kapasitas” sebagai 
kemampuan yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga (termasuk pesantren), atau 
masyarakat agar dapat: (a) melaksanakan fungsi-fungsi esensial, memecahkan masalah, 
dan mencapai tujuan; (b) memahami kebutuhan pengembangan diri dalam lingkungan 
yang lebih luas secara berkelanjutan (CIDA, 2000, UNDP, 2006). Dalam pengembangan 
organisasi pesantren terkandung makna adanya upaya yang berhubungan dengan perbaikan 
kualitas sumber daya manusia agar dapat berjalan sesuai fungsinya.Brown (Rainer 
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Rohdewohld, 2005) mendefinisikan “capacity building” as “a process that increases the 
ability of persons, organisations or system to meet its stated purposes and objectives”. 
Pesantren sebenarnya memiliki peluang untuk berkompetisi, baik dengan sekolah maupun 
madrasah dengan standar-standar baku yang disepakati bersama., lebih-lebih dalam 
konteks pertahanan moral bangsa. 
Tujuan pengembangan kapasitas dapat dibagi menjadi 2 (dua): (a) secara umum 
identik dengan wujud keberlanjutan sebuah sistem; (b) secara khusus ditujukan untuk 
mewujudkan kinerja yang lebih baik, yang dapat dilihat dari aspek: efisiensi waktu (time) 
dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai outcome dan efektifitas 
berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. Pengembangan 
kapasitas merupakan proses yang terjadi di masyarakat itu sendiri (endogenous process). 
Pesantren sebagai pihak luar tidak dapat -secara mandiri- mengembangkan orang, 
organisasi, atau masyarakat.Namun, orang, organisasi atau masyarakat lah yang dapat 
mengembangkan diri mereka. 
Dengan demikian, “pengembangan kapasitas” dapat diartikan sebagai suatu proses 
di mana orang, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan mengeluarkan, 
memperkuat, menciptakan, mengadaptasikan, dan memelihara kemampuan mereka untuk 
tujuan yang diinginkan. Sebagai penelitian kebijakan, akhirnya, data yang ditampilkan 
dalam penelitian ini tidak sepenuhnya kuantitatif (pure angka), tetapi juga kualitatif 
sebagai hasil wawancara dan observasi. 
  
Populasi dan Sampel   
 Populasi target adalah seluruh pesantren di Indonesia yang berjumlah 24.218 buah. 
Populasi sasaran adalah seluruh pesantren yang berada di 33 propinsi. Penarikan sampel 
dilakukan secara stratified random sampling. Besaran margin eror 3,5 % tingkat 
kepercayaan 96,5 %. Jadi besarnya sampel yang digunakan 800 pesantren.Adapun 
pembagiannya untuk tiap-tiap propinsi sebagaimana terlampir. Dalam kenyataan di 
lapangan, telah terjadi pemindahan atau perubahan sampel pesantren yang sudah 
ditetapkan. Perubahan dilakukan disebabkan jika terjadi beberapa alasan sebagai berikut: 
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Pertama, pesantren yang dijadikan sampel harus memiliki santri mukim. Pijakan ini 
didasarkan pada teori pesantren yang harus memiliki santri mukim. Jika  sampel yang 
didatangi tidak memiliki santri mukim, maka dipindah ke pesantren terdekat yang memiliki 
santri mukim. 
Kedua, sampel pesantren yang didatangi sudah tidak ada. Kasus ini, terjadi di 
lapangan karena data  pesantren yang tertera pada data emis, ternyata sudah tidak 
menjalankan fungsinya sebagai pesantren. 
Ketiga, pesantren by name yang direncanakan sangat sulit dijangkau. Hal ini terjadi 
ketika tim peneliti berada di kota provinsi dan atau kota kabupaten,  dengan alokasi waktu 
dan biaya yang tersedia  tidak memungkinkan untuk mengunjungi lokasi pesantren 
dimaksud secara langsung.  Misalnya, ketika sampel pesantren yang dimaksud berada di 
pulau yang berbeda. Perubahan atau pemindahan dari pesantren yang direncanakan tetapi 
dilakukan dengan berdasar pada wilayah provinsi. Dengan demikian, jumlah populasi 
pesantren per provinsi diupayakan tetap.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan 
responden. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner dan daftar pertanyaan sebagai 
guide. Dalam pengumpulan data  akan direkrut dan dilatih tenaga lapangan lokal (merekrut 
tim surveyor), dan melakukan spotcheck, untuk menguji kebenaran dalam pengambilan 
data. Tenaga lapangan akan diorientasikan di masing-masing propinsi. Tenaga lapangan 
perlu disupervisi agar betul-betul melaksanakan tugasnya oleh supervisor (peneliti pusat). 
Pengecekan ke lapangan dilakukan oleh supervisor yang bertujuan untuk menjamin 
kebenaran data. Yang dicek antara5-10% kuesioner. Hal yang dicek meliputi:kunjungan 
ke pesantren, isi/topik wawancara,lama, dan nama tenaga lapangan. Prosedur spotchek 
adalah sebagai berikut: (1) setiap kuesioner (IPD) dilengkapi dengan kartu kontrol, (2) 
peneliti memilih sejumlah kuesioner (5%-10%), (3) peneliti mengunjungi pesantren ex-
responden, (4) peneliti menanyai ex-responden: Apa benar pernah diwawancarai?Apa 
diwawancarai atau diminta isi sendiri?Apa diwawancarai mengenai …,Apa diwawancarai 
sendiri atau berkelompok? Dan apa mengingat nama orang yang mewawancarai? 
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Skala Pengukuran 
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis skala pengukuran: 
1. Data aspek legal formal, pola kepemimpinan kiai, tipe kepemimpinan kiai, 
jumlah variasi asal daerah santri, jumlah kepemilikian asset/sarana prasarana, 
jumlah kitab kuning, jumlah penanaman akhlaq al-karimah, jumlah penanaman 
nilai kebangsaan dan NKRI, jumlah penanaman tradisi, jumlah isu-isu global 
yang direspon, bidang kajian yang dikembangkan, jumlah diversifikasi program 
pendidikan, jumlah diversifikasi usaha untuk kemandirian, jumlah variasi 
pengembangan sarana dan prasarana fisik, jumlah aspek pengembangan 
akademik, jumlah dan kualitas SDM ustadz, jumlah teknologi yang dimiliki, 
jumlah variasi program pengembangan kelembagaan dan jumlah kerjasama 
dengan lembaga di luar negeri, akan menggunakan skala rasio. Skala rasio yaitu 
skala rasio yang memiliki titik nol absolut, yang merupakan titik pengukuran 
yang berarti. Jadi, skala rasio tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar 
titik pada skala, namun juga menentukan proporsi dalam perbedaan(Uma 
Sekaran, 2006). 
2. Data santri yang mukim, daya tampung masjid, asrama, luas sarana belajar, 
sarana perkantoran, perpustakaan, gedung serbaguna, luas tanah keseluruhan, 
luas tanah untuk pengembangan, aspek keiklasan, kesederhanaan, kemandirian, 
ukuwah Islamiyah, sikap dan respon terhadap tradisi dan perubahan global, sikap 
dalam menjaga tradisi dan kearifan, aspek kekhususan bidang keilmuan, rasio 
ustadz dan santri, menggunakan skala interval. 
 
Uji Instrumen 
Uji ini meliputi uji reliabilitas dan validitas.Uji reliabilitas dan validitas dilakukan 
pada variable yang diukur dari beberapa butir-butir pertanyaan. 
 
Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
Pertama, menjumlahkan setiap item pertanyaan dari total pesantren 
Kedua, mencari nilai rata-rata setiap pesantren 
Ketiga, mencari standar deviasi  
 
Teknik pemetaan Pesantren 
Teknik pemetaanklasifikasi pesantren dilakukan melalui tahap-tahap sebagai 
berikut: 
Pesantren A      :   > (nilai mean + nilai standar deviasi) 
Pesantren B :  Antara (nilai mean + nilai standar deviasi) dengan (nilai  
                             mean - standar deviasi) 
Pesantren C :  < (nilai mean - nilai standar deviasi) 
 
Alat Analisis 
Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini akan meliputi: 
1. Analisis Diskriptif 
 Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan kecenderungan rata-rata dari 
pesantren di Indonesia berdasarkan karakteristiknya meliputi unsur, nilai dan 
kapasitas. 
 
2. Analisis Kuantitatif 
Analisis ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh 
unsur dan nilai terhadap kapasitas sebuah pesantren. 
 
 
 
 
Adapun model yang akan digunakan adalah: 
 
28 
 
KPS = 0 + 1LFP + 2PKP + 3TPKP+ 4JS + 5ADS + 6ASP + 7DTM + 8LA 
+ 9LSB + 10LSPK + 11LSPP + 12LSSG + 13LT + 14LTP + 15AJK + 1ANAK 
+ 2ANKI + 3ANKS + 4ANKM + 5ANUI + 6ANK + 7ANTR + 8ANT + 
9AIG + 10AMTK + i 
Keterangan: 
KPS = Kapasitas pesantren keseluruhan 
LFP = Legal formal pesantren 
PKP = Pola kepengurusan pesantren 
TPKP = Teknik pengambilan keputusan 
JS = Jumlah santri yang mukim 
ADS = Asal daerah santri 
ASP = Kelengkapan asset, sarana dan prasarana 
DTM = Daya tampung masjid 
LA = Luas asrama 
LSB = Luas sarana belajar 
LSPK = Luas sarana perkantoran 
LSPP = Luas sarana perpustakaan 
LSSG = Luas sarana serba guna 
LT = Luas tanah keseluruhan 
LTP = Luas tanah untuk pengembangan 
AJK = Aspek jumlah kitab kuning 
ANAK = Aspek nilai Akhlaq al-Karimah 
ANAK = Aspek nilai keiklasan 
ANAK = Aspek nilai kesederhanaan 
ANAK = Aspek nilai kemandirian 
ANK = Aspek nilai ukuwah Islamiah 
ANTR = Aspek nilai tradisi dan respon 
ANT = Aspek nilai tradisi  
AIG = Aspek isu-isu global 
AMTK = Aspek menjaga tradisi dan kearifan 
0 = Konstanta 
1,2,3,4,5 = Koefisien variable independen untuk dummy variable 
1,2,…,10 = Koefisien variable independen untuk variable unsur 
1,2,… 6 = Koefisien variable independen untuk variable nilai 
t = Error term  
 
Dalam analisis regresi yang di lakukan dalam penelitian ini, supaya dapat 
menghasilkan model yang memenuhi syarat goodness of fit (uji t, uji F dan uji determinasi) 
dan kaidah BLUE (Best Linier Unbiased Estimator, meliputi; uji normalitas, uji 
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multikolinieritas, uji heterogenitas dan uji linieritas).Selanjutnya paparan temuan 
dijabarkan secara deskriptif. 
 
H. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian akan dipaparkan berdasar 6 (enam) aspek pemetaan meliputi, bentuk 
legal dan pengambilan keputusan, sumber belajar dan kekhususan bidang, sumber daya 
(manusia dan alam), nilai-nilai internal (budaya pesantren) dan ketahanan lembaga 
(survive-ability).Pemetaan berdasar enam aspek di atas, ditetapkan berdasar postulat dari 
teori building capacity yang digunakan.Sedangkan unsur-unsur pada setiap aspek 
ditetapkan berdasar muatan makna dari indikator-indikator unsur, nilai dan potensi 
kapasitas yang diperkuat teori tertentu. 
 Bentuk legal dan pengambilan Keputusan berisi aspek legal formal dan pengambilan 
keputusan. Sumber  belajar meliputi kitab kuning dan spesialisasi bidang. Sumber daya 
manusia meliputi, sumber daya santri, asal santri, pengelola, ustad. Sumber Daya (sarana 
prasarana) meliputi  tanah, sarana belajar, masjid, perpustakaan, gedung pertemuan, kantor.  
Nilai-nilai internal (budaya organisasi) meliputi, akhlak, kultur, kesadaran politik, dan 
global-local awareness. Sedangkan ketahanan lembaga (Survive-Ability)meliputi, 
pengembangan sarana institusi, program pengembangan kelembagaan dan  kerja sama luar 
negeri.  
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Bentuk Legal dan Pengambilan Keputusan  
 
 
Grafik  1:Bentuk Legal dan Pengambilan Keputusan 
 
Pada aspekbentuk legal kelembagaan pesantren dan pengambilan Keputusan,dari 
sampel sebanyak 783 pesantren, (direncanakan 800 sampel)  ditemukan sebanyak 445 
pesantren atau 56,8% memiliki status legal formal dalam bentuk yayasan. Sedangkan 
badan wakaf 132 pesantren atau 16%, sk kemenag 147 pesantren 18%  dan 59 pesantren 
7,5% belum memiliki status legal formal.  Dari aspek bentuk legal pesantren, badan hukum 
yayasan menjadi status legal formal yang mayoritas. Fakta mayoritas bentuk yayasan itu 
seirama dengan  pola pengambilan keputusan yang didasarkan pada mekanisme 
musyawarah, yaitu sebanyak  600  pesantren (76,6%). Sedangkan berdasar otoritas kiai, 
183pesantren atau 23,3%. Fakta mayoritas pengambilan keputusan pesantren yang 
didasarkan pada pola musyawarahmenunjukkan  potensikemajuan. Demikian pula, dalam 
pola kepengurusan pesantren. Sebanyak 439 pesantren atau 56%menerapkan pola 
kepengurusan kolektif, sedangkan 344 pesantren atau 43 % menerapkan kepengurusan 
individual.   
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Sumber Belajar dan Kekhususan Bidang Keilmuan 
 
 
 
Grafik 2: 
Sumber Belajar dan Kekhususan Bidang Keilmuan 
 
Pada kategori sumber belajar, mayoritas pesantren bertumpu pada sumber belajar 
yang hampir sama. Sebanyak 263 pesantren atau 33,5 % persen menggunakan sumber 
belajar lebih dari 37 kitab kuning dalam 16 jenis keilmuan, meliputi nahwu, sharaf, 
balaghah, fikih, ushul fikih, tafsir, ulumul tafsir, hadis, ulumul hadis, akhlak tasawuf, 
tauhid, mantiq, tarikh,  falaq, dan arudl. Sementara 220 pesantren atau 28% menggunakan 
antara 25-37 jenis kitab. 188 pesantren atau 24% menggunakan antara 13-24 jenis kitab 
dan 112 pesantren atau 14% menggunakan di bawah jenis 13 kitab dalam berbagai disiplin 
keilmuan. 
Dari aspek bidang-bidang keilmuan yang dikaji di pesantren, meliputi bidang 
keilmuan Islam, sosial budaya, sains dan teknologi, ekonomi kreatif dan lainnya, pada 
umumnya pesantren  melakukan kajian satu bidang keilmuan  yaitu keilmuan keislaman, 
sebanyak  284 pesantren atau 36%, 190 pesantren atau 24% melakukan kajian dua 
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keilmuan, 157 pesantren atau 20% melakukan tiga kajian keilmuan dan 152 pesantren atau 
19% melakukan kajian lebih dari tiga keilmuan. 
Sementara dari sisi pesantren takhassus dalam kajian keilmuan tertentu meliputi, 
Nahwu-Sharaf, Fiqh-Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis, Akhlaq-Tasawuf, Tauhid/Aqidah, 
pesantren Bahasa dan pesantren Tahfiz al-Qur’an, menunjukkan, 254 pesantren atau 32% 
mengarah kepada pesantren takhassus dalam bidang keilmuan tertentu, sebanyak 148 
pesantren atau 18 pesantren mendalami dua bidang keilmuan tertentu dan sebanyak 381 
pesantren atau 48 pesantrena atau 48%, bukan pesantren takhassus 
Adapun nama-nama kitab yang dijadikan sumber belajar  di pesantren dalam 
berbagai disiplin keilmuan  meliputi nahwu-sharaf, balaghah, fikih, tafsir dan hadisadalah 
sebagai berikut: 
Kitab-kitab Nahwu Sharaf  
Nama kitab-kitab Nahwu yang digunakan oleh pesantren pada umumnya, meliputi 
sebagai berikut: nahwul wadih, jurumiyah, mukhtasar jiddan, awamil, qowaid al lughah al 
arabiyah,  kawakib, alfiyah, imriti, audohul masalik, i'robul qur'an,mugni labib, amtsilatul 
jumal , tashil awamil, kafrawi, mutammimah, jamiuddurus, alfiyah ibnu malik, ibnu aqil, 
dll   
Dari aspek penggunaannya, kitab-kitab nahwu yang paling banyak digunakan dapat 
dijelaskan pada tabel berikut: 
Tabel 1 
Nama-nama Kitab Nahwu 
 
Nahwu Jumlah % 
Jurumiyah 616 78.7 
Imriti 409 52.2 
Alfiyah 336 42.9 
Awamil 155 19.8 
Mutammimah 123 15.7 
Nahwul wadih 121 15.5 
 
Sedangkan kitab-kitab sharaf meliputi,  kailani, mughni labib, amtsilahut tashrif, 
nadhom maqsud, qawaidul i'lal, al madlub, Bina wa al asas, al mathlub, kafrawi, matan 
al bina, kafrawi, at-tasriffiyal azzi, tashilul amani, at atsrif qowaidah natsar, qawaidus 
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shorfiyah, tabyinatus shorfi, al amsilatus tashrifiyah, al maqsud, mirakul arwah, kailani, 
al makhtub, qaidah nash, dll. 
Kitab-kitab Sharaf yang paling banyak digunakan dapat dijelaskan pada tabel 
berikut: 
Tabel 2 
Nama-nama Kitab Sharaf 
 
Sharaf Jumlah % 
Kailani 329 42.0 
Matan Bina 96 12.3 
Amsilatut tasrifiyah 83 10.6 
Al kawakib adduriyah 64 8.2 
Nadhom maqsud 52 6.6 
Kafrawi 52 6.6 
 
 
Nama kitab-kitab ilmu balaghah yang digunakan oleh pesantren pada umumnya, 
meliputi sebagai berikut: Husnus Shiyaghah, Jauharul Maknun, al qowaid al lughoh al 
arabiyah, Uqudul Juman, Mantiq, Husnus Siyaghoh, hasanu sigoh, alam'u, Al bayan, 
majmu khamsi Nasail, Uqud al zuman, Al balaghat al Wadlihah, al Qowaid al Lughawiyah, 
Majmu Khamsi Rasail, al balaghotul al wadihah, sulamunawaroh 
Kitab-kitab balaghah yang paling banyak digunakan dapat dijelaskan pada tabel 
berikut: 
Tabel 3 
Nama-nama Kitab Balaghah 
 
Balaghah Jumlah % 
Jawahirul Maknun 260 33.2 
Al-bayan 96 12.3 
Uqudul Juman 76 9.7 
Albalagat Wadihah 22 2.8 
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Nama kitab-kitab ilmu fikih yang digunakan oleh pesantren pada umumnya, meliputi 
sebagai berikut: Safinatunnaja, fiqih wadih,  riyad al badi'ah , sulamuttaufiq, riyadul 
badi'ah, attaqrib, fathul qorib, fathul muin, kifayatul akhyar, nailul autar, bidayatul 
mujtahid, al asybah wannadloir, bahjatul wasail, bidayatul hidayah, bugiyah murtasyidin, 
nihayatu zain, iqna, fathul wahab,  bajuri, al fiqh 'ala madzahib al arba'ah 
Adapun kitab-kitab ilmu fikih yang paling banyak digunakan dapat dijelaskan pada 
tabel berikut: 
Tabel 4 
Nama-nama Kitab Fikih 
 
Fikih Jumlah % 
Fathul Muin 369 47.1 
Safi'natunnajah 291 37.2 
Fathul Qarib 161 20.6 
Taqrib 131 16.7 
Kifayatul Akhyar 77 9.8 
Bajuri 58 7.4 
Sulam Taufik 43 5.5 
Bidayatul Mujtahid 30 3.8 
Sulam Munajat 22 2.8 
 
Nama kitab-kitab tafsir yang digunakan oleh pesantren pada umumnya, meliputi 
sebagai berikut: Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir,  Tafsir al-Qurtubi,  Tafsir Munir, Tafsir 
Ayatil Ahkam, tafsir  yasin, Tafsir Syawi, Tafsir al Ibris, Tafsir Syawi, Tafsir Hamamy, 
Tafsir al Bayan, Tafsir al alusi, Tafsir  al-Manar, Tafsir al Mizan, Tafsir al Wajiz, Tafsir 
al Bayan, Tafsir an Nasafi, Tafsir al Khazin, Tafsir an Naisabur, Tafsir Baidowi, Tafsir 
Ibn Abbas, Tafsir al Alusi, Tafsir al Qasimi, Tafsir ar Razi, Tafsir al Maraghi, futuhatul 
ilaahiyyah, tafsir shafwat at tafasir. 
Adapun kitab-kitab tafsir yang paling banyak digunakan dapat dijelaskan pada tabel 
berikut: 
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Tabel 5 
Nama-nama Kitab Tafsir 
 
Tafsir Jumlah % 
Tafsir  Jalalain 470 60.0 
Tafsir Munir 134 17.1 
Tafsir Ibnu Katsir 84 10.7 
Tafsir  Shawi 84 10.7 
Tafsir Maraghi 31 4.0 
Tafsir Baidowi 18 2.3 
Tafsir Ayatil Ahkam 26 3.3 
Tafsir al-Manar 14 1.8 
 
 
Adapun nama kitab-kitab hadis yang digunakan oleh pesantren pada umumnya, 
meliputi sebagai berikut: Bulughul murom, Hadis Arbain,  Subulus salam,  Arba'in 
Nawawi, Mukhtarul Hadits,  Nahtaul qudsi,  Balbaul Haram, Riyadus Shalihin,  Adzkar 
Nawawi, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Majalisus Saniyah, Jawahirul Bukhari, Jami'us 
Shaghir, Abi Jamrah, Lubabul Hadits, Kafadusshahihen, Tarhib Wat Targhib, Alfiyah 
Suyuti, al Muwaththa, Fath al Bari, Mu’jam Kabir, Ibanat al Ahkam, Majalis as Saniyah. 
Kitab-kitab hadis yang paling banyak digunakan dapat dijelaskan pada tabel 6 
berikut: 
Tabel 6 
Nama-nama Kitab Hadis 
Hadis Jumlah % 
Arbain Nawawi 225 28.7 
Bulughul Muram 215 27.5 
Shahih Bukhori 191 24.4 
Riyadusshalihin 188 24.0 
Shahih Muslim 132 16.9 
Mukhtaral Hadis 76 9.7 
Adzkar an-Nawawi 47 6.0 
Fathul Bari 23 2.9 
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Jika diambil tiga besar kitab-kitab utama yang menjadi sumber referensi  dalam 
kajian keilmuan pesantren meliputi nahwu-sharaf, balaghah, fikih, tafsir dan hadisdapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 7 
Nama-nama Kitab  Tiga Besar yang digunakan di Pesantren-pesantren 
 
Bidang Ilmu Nama Kitab 
Jumlah Pesantren  
Pengguna 
% 
Nahwu 
Jurumiyah 616 78.7 
Imriti 409 52.2 
Alfiyah 336 42.9 
Sharaf 
kailani 329 42.0 
matan bina 96 12.3 
amsilatut tasrifiyah 83 10.6 
Balaghah 
Jawahirul Maknun 260 33.2 
Al-bayan 96 12.3 
Uqudul Juman 76 9.7 
Fikih 
Fathul Muin 369 47.1 
Safi'natunnajah 291 37.2 
Fathul Qarib 161 20.6 
Tafsir 
Tafsir  Jalalain 470 60.0 
Tafsir Munir 134 17.1 
Tafsir Ibnu Katsir 84 10.7 
Hadis 
Arbain Nawawi 225 28.7 
Bulughul Muram 215 27.5 
Shahih Bukhori 191 24.4 
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Sumber Daya Manusia  
 
 
Grafik 3: Sumber Daya Manusia 
 
 
Sumber daya manusia di sini  meliputi, sumber daya  jumlah santri, asal daerah santri, 
santri mukim, dan rasio antara jumlah ustadz dan jumlah santri.Pada aspek jumlah santri, 
754 pesantren atau 96% memiliki jumlah santri kurang dari 2000 santri, 17 pesantren atau 
2,1% memiliki santri antara 2001-4000, 6 pesantren atau 0,7% memiliki   4001-6000 santri 
serta  6 pesantren atau 0,7% memiliki   di atas 6001 santri. Dari data ini mayoritas pesantren 
memiliki santri di bawah 2000 santri. 
Dari sejumlah itu,  jumlah santri yang mukim atau mondok di pesantren  sebanyak 
754 pesantren atau 96,2% memiliki santri mukim kurang dari 1500 santri,  15 pesantren 
atau 1,9% mempunyai santri mukim 1501-3000 santri, 9 pesantren atau 1,1% antara 3001-
4500 santri mukim dan 5 pesantren atau 0,6%  memiliki di atas  4501santri.  Dari angka-
angka itu  menunjukkan fakta terdapat kecenderungan santri mukim yang lebih sedikit atau 
menurun dibanding jumlah keseluruhan santri yang dimiliki oleh setiap pesantren. Fakta 
ini menunjukkan adanya sejumlah santri yang tidak mondok, tetapi mengikuti proses 
pembelajaran di pesantren, yaitu di sekolah/ madrasah/ diniyah. 
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Asal daerah santri disamping untuk melihat sumber daya santri, juga dapat digunakan 
untuk melihat jangkauan pengaruh dari suatu pesantren. Pada aspek ini mayoritas pesantren 
yaitu 442 atau 56% memiliki santri yang berasal dari daerah satu propinsi, sementara 109 
pesantren atau 13,9% dari luar propinsi, 208 pesantren atau 26% dari luar pulau dan 24 
pesantren atau 3% memiliki santri dari luar negeri. Luasnya jangkauan pengaruh asal santri 
dapat menjadi indikasi adanya pengaruh pesantren dan alumninya yang sudah menyebar 
luas. 
Dari aspek rasio antara jumlah  ustadz yang mengajar dengan jumlah santri 
ditemukan, 317 pesantren atau 40% memiliki rasio  1 ustad berbanding 30 santri,  130 
pesantren atau 16% memiliki rasio 1: 30-40,   75 pesantren atau 9,5%,  1: 40-50 dan  261 
atau 33% memiliki rasio 1 orang ustadz berbanding di atas 50 santri. Fakta ini 
menunjukkan sebagian pesantren telah memiliki rasio yang bagus, namun sebagian yang 
lain kurang bagus, terutama sebanyak 261 pesantren atau 33%, yang memiliki rasio 1 
berbanding di atas 50 santri. 
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Sumber Daya Sarana Prasana 
 
 
 
Grafik 5: Sumber Daya Sarana 
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Sumber daya sarana prasarana pesantren di sini  meliputi  jenis sarana prasarana,daya 
tampung masjid, luas ruang belajar, luas asrama, luas perpustakaan, luas gedung pertemuan 
atau aula, luas kantor, luas tanah keseluruhan dan kepemilikan sumber daya teknologi. 
Pada umumnya pesantren telah memiliki sarana  meliputi masjid, asrama, ruang 
belajar, gedung kantor, perpustakaan, gedung serbaguna, tanah untuk pengembangan dan 
lain-lain.  Mayoritas yaitu 290 pesantren atau 37% memiliki 5-6 jenis sarana. 176 pesantren 
atau 22% memiliki lebih dari 6 sarana,  240 pesantren atau 30% memiliki 3-4 sarana 
prasarana dan 77 pesantren atau 9,8% hanya memiliki 1-2 sarana.  Dengan fakta ini maka 
yang 77 pesantren dan 240 pesantren  atau 31,8%  hanya memiliki 1-4 sarana. Artinya 
dapat dinilai masih belum lengkap sebagai sebuah pesantren. Data ini seirama dengan 
kepemilikan tanah pesantren yang mayoritas, yaitu 567 pesantren atau 72% memiliki tanah 
di bawah 2 Ha. 120 pesantren atau 15% memiliki lahan 2-5,5 Ha, 47 pesantren atau 6%  
5,6-9 Ha dan 49 pesantren atau 6,25% memiliki lahan di atas 9 Ha.  
Dari aspek daya tampung masjid, sebanyak 580 pesantren atau 74% memiliki daya 
tampung di bawah  500 orang. 139 pesantren atau 17% memiliki daya tampung 501-2000 
orang, 23 pesantren atau 2,9%  2001-3000 orang dan 41 pesantren atau 5,2% berdaya 
tampung di atas 3000 orang.Demikian pula, dari aspek luas asrama dan ruang belajar 
mayoritas pesantren 500 dan 539 pesantren atau 63% dan 68% memiliki luas di bawah 
1000m2. Hanya 86 dan 67 pesantren atau  10 dan 8,5% yang memiliki luas di atas 5000m2. 
Secara terperinci, dua grafik 5 di atas menjelaskan sarana dan prasarana 
dimaksud.Adalah menarik dicermati bahwa dari keseluruhan jumlah pesantren, pesantren 
pada umumnya tidak memiliki perpustakaan. Yang memiliki perpustakaanpun, yaitu 654 
pesantren  atau83,5%  hanya memiliki luas lahan di bawah 100 m2. Demikian pula sarana 
gedung pertemuan atau aula sebanyak 670 pesantren 85% lahannya di bawah 500m2. 
Dengan demikian, sarana perpustakaan  di pesantren sangatlah minim. 
 
 
 
Nilai-Nilai Pesantren (Kultur Pesantren) 
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Grafik 6:  Kultur Pesantren 
 
Nilai-nilai internal, untuk kemudian dalam penelitian ini disebutkultur pesantren 
dimaksudkan meliputi, penanaman dan pembiasaan aspek-aspek akhlakul karimah seperti 
keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian/ kebebasan, ukhuwah islamiyah dan lainnya. 
Kemudian pengalaman dalam keseharian seperti menuntut ilmu, berpakaian, tolong-
menolong saling menghargai dan lain-lain.Kemudian tradisi-tradisi yang ditanamkan dan 
dipertahankan meliputi metode belajar tuntas, salat fardhu berjama’ah, belajar kitab kuning 
bersama, fadhailul a’mal, ta’dhim kepada kiai, senior, menghargai perbedaan dan 
lainnya.Demikian pula, kesadaran politik sebagai warga Negara terhadap pancasila, UUD 
45, NKRI, bhineka tunggal ika.  Termasuk dalam kultur pesantren adalah global-local 
awareness, meliputi sikap terhadap tradisi dan perubahan global, sikap terhadap kearifan 
lokal dan isu-isu global yang direspon. 
Tentang kultur pesantren sebagaimana dimaksud,  sebanyak 582   pesantren atau 74% 
mengakui adanya pembiasaan empat aspek akhlakul karimah. Demikian pula tentang 
empat pilar kehidupan kebangsaan, sejumlah 466 pesantren atau 59,5% menerapkan semua 
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pilar. Sedangkan 206 pesantren atau 26% menjadikan pancasila sebagai pilar utama 
kehidupan kebangsaan. 
Tentang tradisi-tradisi yang ditanamkan dan dipertahankan seperti metode belajar 
tuntas, salat fardhu berjama’ah, belajar kitab kuning bersama, fadhailul a’mal, ta’dhim 
kepada kiai, senior, menghargai perbedaan dan lainnya, mayoritas pesantren yaitu 516 atau 
65 %  mengakui adanya penanaman system nilai lebih dari 9 nilai. Sebanyak  136 pesantren 
atau 40 % mengakui penanaman 7-9 tradisi. Sementara 131 pesantren atau 16,7% 
mengakui penanaman 1-6 tradisi. Hal ini diperkuat pula dengan sikap yang kuat terhadap 
tradisi dan perubahan global yaitu melestarikan tradisi dan responsif terhadap perubahan 
global (526 pesantren, 67%). Sikap terhadap kearifan lokal pun, mayoritas pesantren 
menjaga kearifan lokal 254 pesantren atau 32,4 % dan mengembangkan kearifan lokal 
sebanyak 364 atau 46,4%. Jika keduanya digabung menjadi  618 pesantren atau 78,9%. 
Dengan demikian, pada aspek tradisi, mayoritas pesantren memiliki kekuatan yang khas 
dan mengakar. Inilah modal sosial yang sangat berharga, yang seharusnya digunakan 
secara optimal untuk pengembangan pesantren dan kemajuan bangsa.  
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Ketahanan Lembaga 
 
 
 
Grafik 7: 
Ketahanan Lembaga 
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Pada kategori ketahanan lembaga (Survive-Ability)yang meliputi, penyelenggaraan 
pendidikan,  pengembangan institusi, program pengembangan kelembagaan dan kerja 
sama luar negeri, secara umum ada yang sudah memiliki ketahan lembaga yang kuat, ada 
yang cukup kuat, dan ada pula yang belum kuat namun potensial dikembangkan.  
Pada aspek penyelenggaraan pendidikan formal, meliputi Diniyah, MI/ SD, 
MTs/SMP, MA/SMA/SMK, Pendidikan Vokasional, Ma’had Ali/ Perguruan Tinggi, 
terdapat 121 pesantren (15%) yang menyelenggarakan pendidikan Dasar (MI/ SD-
MTs/SMP, MA/SMA hingga pendidikan tinggi. 260 pesantren (33,2%), 
menyelenggarakan pendidikan dasar sampai menengah atas. Sedangkan 402 pesantren 
(51,3%)  hanya menyelenggarakan pendidikan pada jenjang dasar sampai menengah 
pertama.  Fakta adanya 15% pesantren yang telah menyelenggarakan pendidikan dasar 
sampai  perguruan tinggi memperlihatkan indikasi kemajuan pesantren. 
Pada penyelenggaraan jenis pengembanan usaha untuk kemandirian pesantren 
meliputi kopontren, BMT/BORS, home industry, pertokoan, pertanian/ perkebunan/ 
perikanan, peternakan,a grobisnis, klinik kesehatan, sebanyak 550 pesantren (70%) telah 
memiliki 1-2 bidang usaha, 181 pesantren (23%) memiliki 3-4 bidang usaha, 37 pesantren 
(4,7%)  memiliki 5-6 bidang usaha dan 15 pesantren (1,9%) memiliki lebih dari 6 bidang 
usaha. Fakta ini memperlihatkan bahwa sejumlah besar pesantren telah memiliki kekuatan 
ketahanan lembaga melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi mandiri. 
Pada aspek program pengembangan kelembagaan pesantren untuk meningkatkan 
eksistensinya, meliputi penyusunan dan penerbitan kitab-kitab sumber belajar, ikatan 
alumni, beasiswa pengembangan tenaga pengajar, pertukaran santri, bidang ekonomi 
keuangan, pengembangan teknologi terapan, hanya 10 pesantren (1,2%) yang memiliki 
lebih dari tiga program pengembangan, 48 pesantren (6,1%)  memiliki tiga program 126 
pesantren (16%) memiliki  dua program, dan mayoritas pesantren yaitu 599 (76%) hanya 
memiliki satu bentuk  program pengembangan kelembagaan. 
Namun yang menarik pada aspek pengembangan kerjasama luar negeri telah banyak 
pesantren yang memiliki jaringan kerjasama luar negeri dengan perguruan tinggi Timur 
Tengah, perguruan tinggi Asia, perguruan tinggi  Barat (Amerika, Eropa, Australia), 
Organisasi Dunia Islam seperti Rabithah ‘alam Islami, OKI, At-Turats.  Sebanyak 512 
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pesantren (65%) memiliki satu jaringan kerjasama luar negeri, 18 pesantren (2,2%)  dua 
kerjasama luar negeri, 8 pesantren (1%) tiga kerjasama luar negri dan 2 pesantren (0,2%) 
memilikik lebih dari tiga jaringan kerjasama luar negeri. Sedangkan 243 pesantren atau 
31% belum memiliki kerjasama luar negeri.Dengan fakta ini maka, program 
pengemgbangan kelembagaan pesantren dan kerjasama  luar negeri harus didorong untuk 
ditingkatkan. 
 
 
Klasifikasi Pesantren  
Untuk menentukan klasifikasi pesantren yang bersifat empirik, disadari bukanlah 
merupakan hal mudah.Didasarkan pada realitas fakta dan pengukuran indikator unsur, nilai 
dan potensi kapasitas pesantren, penelitian ini memilah pesantren menjadi klasifikasi tipe 
A, B dan C. Dari klasifikasi itu dimungkinkan dapat melahirkan suatu tipologi pesantren 
yang baru, aktual dan representatif. 
Berdasar pemahaman dan paduan hasil interpretasi data kuantitatif, maka ditetapkan 
nilai range dari ketiga klasifikasi tersebut, yang merupakan akumulasi nilai dari enam 
aspek fokus pemetaan pesantren yang meliputi:bentuk legal dan pengambilan Keputusan, 
sumber belajar dan kekhususan bidang, sumber daya manusia, sumber daya sarana 
prasarana, sistem nilai internal atau kultur pesantren dan ketahanan lembaga. Range nilai 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
Tabel 8 
Range Nilai Klasifikasi Pesantren 
 
No.  Aspek 
Klasifikasi Pesantren  
A  B C 
1.  Bentuk Legal dan 
Pengambilan Keputusan 
≥ 7,43 4,89 – 7,42 ≤ 4,88 
2.  Sumber Belajar dan 
Kekhususan Bidang 
≥ 10,09 6,05 – 10,09  ≤ 6,05 
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3.  Sumber Daya Manusia ≥ 10,10 6,05 – 10,09  ≤ 6,04 
4.  Sarana Prasarana  ≥ 19,12 9,31 – 19,11  ≤ 9,30 
5.  Nilai-nilai Internal 
(Kultur Pesantren) 
≥ 22,93 14,20 – 22,92  ≤ 14,19 
6.  Ketahanan Lembaga  ≥ 12,72 6,98 – 12,71  ≤ 6,97 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pesantren A memiliki nilai ≥ 7,43 pada Bentuk 
Legal dan Pengambilan Keputusan, ≥ 10,09pada sumber belajar dan kekhususan bidang, ≥ 
10,10pada aspek sumber daya manusia, ≥19,12 pada aspek sarana prasarana, ≥ 22,93 pada 
kultur pesantren, dan ≥ 12,72 pada aspek ketahanan lembaga.  
Secara kualitatif, fakta range nilai tersebut pada masing-masing klasifikasi dapat 
dijelaskan dengan karakateristik-karakateristik sebagai berikut: 
Pesantren klasifikasi A adalah pesantren-pesantren yang memiliki karakteristik 
sebagai berikut: telah mengembangkan seluruh potensi kapasitasnya, sumber belajar yang 
stabil dan cenderung fokus, sumber daya manusia yang mumpuni dengan rasio yang bagus 
antara jumlah ustadz dan santri, santri berasal dari berbagai provinsi bahkan dari luar 
negeri. Pengambilan keputusan pada berbagai level dilakukan secara 
musyawarah(supportive leadership), Pada aspek sarana prasarana telah terpenuhi, 
termasuk untuk aspek pengembangan sarana prasarana. Pada aspek sistem nilai pesantren 
(kultur pesantren) telah stabil dan berpengaruh kuat dalam keseluruhan fungsi pesantren. 
Sistem pendidikan sudah stabil, terhadap kecenderungan pada pengembangan kekhususan 
bidang keilmuan. Demikian pula, pada aspek ketahanan lembaga sudah stabil yang ditandai 
dengan dinamika kelembagaan dan kerjasama, lokal, nasional dan internasional.Seluruh 
sendi kelembagaan pesantren telah menjelma menjadi kekuatan besar dan mandiri bagi 
aktualisasi peran multi fungsi pesantren dalam memajukan pembangunan dan keutuhan 
bangsa 
Pesantren klasifikasi B adalah pesantren-pesanten yang memiliki  karakteristik 
sebagai berikut: sedang berkembang menuju stabilitas kelembagaan sosial pendidikan 
yang adaptif terhadap dinamika sosial, namun telah memiliki aspek legalitas yang kuat. 
Memiliki kesadaran yang lebih tentang pengembangan sumber belajar, memiliki 
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kecenderungan pada pengembangan bidang keahlian, sudah memadukan dengan sistem 
pendidikan kontemporer, memiliki ragam pendidikan dasar sampai menengah 
atas.Memiliki Sumber daya manusia yang cukup dengan variasi  standar kompetensi yang 
terpenuhi, baik pada level pimpinan, pengurus, ustad, maupun santrinya. Santri-santri 
berasal bukan hanya dari wilayah satu provinsi tetapi juga dari propinsi lain yang 
berdekatan. 
Pada aspek sarana prasana sudah cukup  lengkap sebagai lembaga pendidikan 
kontemporer. Nilai-nilai tradisi pesantren dikembangkan secara inklusif, tidak hanya 
akhlakul karimah dalam lingkup yang minim, namun sudah diimplementasikan dalam 
lingkup yang luas termasuk dalam kesadaran sosial politik.  Pada aspek ketahanan 
lembaga, pesantren transformatif sedangmengalami pertumbuhan,yang dibuktikan dengan 
adanya program pengembangan  kelembagaan dalam bidang pendidikan, sosial dan 
ekonomi, juga telah menjalin kerjasama dengan luar negeri, walaupun dalam batas yang 
masih minim. 
Sedangkan pesantren C memiliki karakteristik sedang mengalami pertumbuhan 
yaitu proses perubahan yang alamiah, pola kepengurusan individual, sumber belajar yang 
terbatas pada kitab-kitab standar level awwaliyah-hingga wustha, sumber daya manusia 
yang dimiliki masih minim, sarana prasarana masih dalam  kondisi terbatas, pada ruang 
belajar,  asrama dan masjid. Penyelenggaraan pendidikan baru pendidikan dasar-menengah 
pertama atau atas. Pada aspek nilai-nilai internal tradisi pesantren sudah 
ditanamkan,namun belum stabil dan kurang dipadukan dengan kesadaran terhadap nilai-
nilai universal kehidupan sosial politik dan lingkungan yang lebih luas. Demikian pula, 
pada ketahanan lembaga masih lemah,baik dalam penyelenggaraan pendidikan formal 
dasar-menengah, belum ada usaha ekonomi maupun  programpengembangan kelembagaan 
dan kerjasama. 
Berdasar klasifikasi itu, maka dapat dipetakan kapasitas pesantren di Indonesia 
dengan menggunakan pengukuran  6 (enam) aspek  adalah sebagai berikut: 
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Grafik 8:  persentase klasifikasi pesantren  
Grafik di atas menunjukkan,  pesantren klasifikasi A adalah sebanyak 15,71%, 
klasifikasi B 69,22% dan klasifikasi C sebanyak 15,07 persen. Fakta ini menunjukkan 
bahwa, pengembangan kapasitas  pesantren harus lebih difokuskan pada klasifikasi C agar 
meningkat menjadi B. Dan yang berada pada klasifikasi B ditingkatkan agar menjadi 
klasifikasi A. 
 
I. Analisis Peningkatan Kapasitas Pesantren 
Penelitian ini selain bertujuan memetakan klasifikasi kapasitas pesantren yang 
adaptif, empirik, secara kebijakan bertujuan menentukan arah kebijakan program yang 
selaiknya ditetapkan oleh pemerintah guna pengembangan kapasitas pesantren di 
Indonesia. 
Berdasar analisis kebijakan (melewati uji statistik dan asumsi klasik) terhadap unsur-
unsur dan atau nilai-nilai yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pengembangan 
kapasitas pesantren, ditemukan sebagai berikut: 
1. Pola kepengurusan pesantren berpengaruh positif dan signifikan (nilai Sig.: 0,049 < 
0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 0,624. Nilai 
15.71
69.22
15.07
A
B
C
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koefisien pola kepemimpinan pesantren sebesar 0,624, bermakna: jika pola 
kepemimpinan dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain (heterogenitas asal santri, 
sarana dan prasarana, luas perpustakaan, luas tanah untuk pengembangan, jumlah 
kitab, dasar dan pilar kehidupan berbangsa dan sikap proaktif terhadap kearifan local) 
konstan atau tetap, maka kapasitas pesantren akan naik sebesar 0,624 satuan dengan 
asumsi ceteris paribus.  
2. Heterogenitas asal santri berpengaruh positif dan signifikan (nilai Sig.: 0,000 < 0,05) 
terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 1,084. Nilai 
koefisien heterogenitas asal santrisebesar 1,084, bermakna: jika heterogenitas asal 
santri dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain (pola kepemimpinan pesantren, 
sarana dan prasarana, luas perpustakaan, luas tanah untuk pengembangan, jumlah 
kitab,dasar dan pilar kehidupan berbangsa dan sikap proaktif terhadap kearifan lokal) 
konstan atau tetap, maka kapasitas pesantren akan naik sebesar 1,084 satuan dengan 
asumsi ceteris paribus.  
3. Sarana dan prasarana pesantren berpengaruh positif dan signifikan (nilai Sig.: 0,049 < 
0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 1,561. Nilai 
koefisien sarana dan prasarana sebesar 1,561, bermakna: jika sarana dan prasarana 
dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain (pola kepemimpinan pesantren 
heterogenitas asal santri, luas perpustakaan, luas tanah untuk pengembangan, jumlah 
kitab, dasar dan pilar kehidupan berbangsa dan sikap proaktif terhadap kearifan lokal) 
konstan atau tetap, maka kapasitas pesantren akan naik sebesar 1,561 satuan dengan 
asumsi ceteris paribus.  
4. Luas perpustakaan pesantren berpengaruh positif dan signifikan (nilai Sig.: 0,000< 
0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 0,794. Nilai 
koefisien luas perpustakaan pesantren sebesar 0,794, bermakna: jika luas perpustakaan 
dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain (pola kepemimpinan, heterogenitas asal 
santri, sarana dan prasarana, luas tanah untuk pengembangan, jumlah kitab, dasar dan 
pilar kehidupan berbangsa dan sikap proaktif terhadap kearifan local) konstan atau 
tetap, maka kapasitas pesantren akan naik sebesar 0,794 satuan dengan asumsi ceteris 
paribus.  
50 
 
5. Luas tanah untuk pengembangan pesantren berpengaruh positif dan signifikan (nilai 
Sig.: 0,000< 0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 
0,788. Nilai koefisien luas tanah untuk pengembangan pesantren sebesar 0,788, 
bermakna: jika luas tanah dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain (pola 
kepemimpinan, heterogenitas asal santri, sarana dan prasarana, luas perpustakaan, 
jumlah kitab, dasar dan pilar kehidupan berbangsa dan sikap proaktif terhadap kearifan 
local) konstan atau tetap, maka kapasitas pesantren akan naik sebesar 0,788 satuan 
dengan asumsi ceteris paribus.  
6. Sumber belajar dan bidang kajian keilmuan berpengaruh positif dan signifikan (nilai 
Sig.: 0,003 < 0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 
0,013. Nilai koefisien jumlah kitab sebesar 0,013, bermakna: jika jumlah kitab 
dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain (pola kepemimpinan, heterogenitas asal 
santri, sarana dan prasarana, luas perpustakaan, dasar dan pilar kehidupan berbangsa 
dan sikap proaktif terhadap kearifan local) konstan atau tetap, maka kapasitas 
pesantren akan naik sebesar 0,013 satuan dengan asumsi ceteris paribus.  
7. Dasar dan pilar kehidupan berbangsa berpengaruh positif dan signifikan (nilai Sig.: 
0,000< 0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 
0,799. Nilai koefisien dasar dan pilar kehidupan berbangsa sebesar 0,013, bermakna: 
jika dasar dan pilar kehidupan berbangsa dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain 
(pola kepemimpinan, heterogenitas asal santri, sarana dan prasarana, luas 
perpustakaan, jumlah kitab dan sikap proaktif terhadap kearifan local) konstan atau 
tetap, maka kapasitas pesantren akan naik sebesar 0,799 satuan dengan asumsi ceteris 
paribus.  
8. Sikap proaktif terhadap kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan (nilai Sig.: 
0,000 < 0,05) terhadap peningkatan kapasitas pesantren, dengan koefisien sebesar 
0,750. Nilai koefisien sikap proaktif terhadap kearifan lokal sebesar 0,013, bermakna: 
jika sikap proaktif terhadap kearifan lokal dinaikkan 1 satuan sedangkan variabel lain 
(pola kepemimpinan, heterogenitas asal santri, sarana dan prasarana, luas 
perpustakaan, jumlah kitab dan) konstan atau tetap, maka kapasitas pesantren akan 
naik sebesar 0,750 satuan dengan asumsi ceteris paribus. 
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Nilai coeffisients di atas di dapat dari analisis kebijakan menggunakan analisis 
statistic, yang secara lengkap  digambarkan pada tabel di bawah ini, 
 
Tabel9 
Unsur dan nilai terhadap Kapasitas Pesantren 
 
 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jika di rangking  secara berurutan unsur-unsur 
dominan  yang signifikan dalam  mempengaruhi kapasitas adalah sebagai berikut; 
Tabel 10 
Ranking Unsur-unsur dan Nilai   Dominan terhadap Kapasitas 
Sarana, dan Prasarana yang 
Dimiliki  
1,561 
Heterogenitas Santri 1,084 
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Dasar dan Pilar Kehidupan 
Kebangsaan  
0,799 
Luas Sarana Perpustakaan  0,794 
Luas Tanah untuk Pengembangan  
0,788 
Sikap Terhadap Kearifan Lokal  0,75 
Pola Kepengurusan Pesantren  0,604 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa unsur kelengkapan sarana parasarana dan 
heterogenitas asal santri menjadi faktor paling dominan dalam memperngaruhi kapasitas 
pesantren. Dengan temuan ini, maka jika terdapat kebijakan pemerintah yang dapat 
menambah kelengkapan sarana-prasarana maka kapasitas pesantren akanmeningkat. 
Demikian pula, bila heterogenitas asal santri meningkat maka kapasitas pesantren 
akanmeningkat pula. 
Berdasar temuan ini, maka kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pesantren 
dapat mempertimbangkan temuan penelitian ini dengan menetapkan program-program 
yang terkait dengan peningkatan unsur-unsur  dominan di atas. Program-program seperti 
peningkatan sarana-prasarana pesantren dalam berbagai peran fungsinya, sosialisasi 
secara sistemik dan  terstruktur tentang  eksistensi dan kiprah pesantren-pesantren  pada 
masyarakat luas melalui berbagai media,  pengadaan sarana perpustakaan pesantren, 
penguatan kultur pesantren dan peningkatan kualitas dan efektivitas kepengurusan 
pesantren merupakan program-program yang strategis guna peningkatan kapasitas 
pesantren di Indonesia. 
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Tipologi Pesantren   
Menetukan suatu tipologi pesantren yang aktual dan representatif merupakan hal 
yang tidak mudah. Eksistensi pesantren yang sangat kaya nilai, ragam kiprah dan potensi 
dalam sejarah perkembangan masing-masing pesantren menyebabkan ketidakmudahan 
tersebut. Tanpa bermaksud apapun kecuali untuk kepentingan akademik, berdasar 
klasifikasi pesantren A B dan C, tim peneliti memaknai  klasifikasi tersebut, dengan 
menetapkan  tipologi  pesantren menjadi;pesantren ideal, pesantren transformatif, dan 
pesantren standar. Pesantren ideal merupakan klasifikasi Aadalah pesantren yang telah 
mencapai kondisi performing yaitu telah  melampaui forming, storming, dannorming.  
Meminjam teori ahli psikologi organisasi Bruce Tackman, tahap-tahap 
perkembangan organisasi meliputi forming, storming, norming dan performing yang 
dimodifikasi sesuai perkembangan kelembagaan pesantren.  Pesantren 
transformative(tipe B) adalah pesantren dalam posisi storming dan norming,sedangkan 
pesantren standar(tipe C) adalah pesantren yang sedang berkembang atau dalam tahap 
forming. 
Tahap forming adalah tahapan awal pendirian dan pertumbuhan yaitu ketika 
prosedur dan aturan main dalam organisasi sedang tumbuh, tetapi belum stabil.Storming 
adalah tahapan perjuangan ketika timbul berbagai macam konflik dalam proses penguatan 
kelembagaan. Norming adalah tahapan setelah melewati storming, yang dilanjutkan 
dengan lahirnya konsensus penataan kelembagaan meliputi peran, struktur, dan norma-
norma sebagai pijakan dalam menjalankan roda organisasi guna mencapai tujuannya.Pada 
tahapan ini, sudah tercipta komitmen organisasi dan kohesi para pengelola dan 
lingkungannya.Sedangkan tahapan performing adalah ketika suatu organisasi telah cakap 
dan dapat bekerjasama sehingga organisasi dapat berfungsi optimal dan efektif dalam 
mencapai tujuannya. Setiap organ dalam kelembagaan sudah bersikap mandiri dan 
fungsional satu sama lain. Dengan demikian, tahapan performing, dapat diposisikan 
sebagai organisasi pesantren yang sudah mandiri, dapat memerankan secara optimal peran 
multi fungsinya dalam bidang sosial pendidikan, dakwah dan fungsi pemberdayaan 
masyarakat, serta menjadi penopang pembangunan nasional. 
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Gambar 11:  Tahapan Perkembangan Organisasi Pesantren 
 
J. Kesimpulan  
Pemetaan kapasitas kelembagaan pesantren ini menghasilkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
Pertama,kondisi ril kapasitas pesantren di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi tipe 
pesantren A, B dan C. Tipe A dapat dimaknai sebagai pesantren ideal, tipe B pesantren 
transformatif dan tipe C merupakan pesantren standar  
Kedua, standar nilai untuk masing-masing klasifikasi pesantren adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Klasifikasi 
 
 
BL&PK 
 
SB&KB 
 
SDM 
 
SP 
 
KP 
 
KL 
A ≥ 7,43 ≥ 10,09 ≥ 10,10 ≥ 19,12 ≥ 22,93 ≥ 12,72 
B 4,89 – 7,42 6,05 – 10,09 6,05 – 10,09 9,31 – 19,11 14,20 – 22,92 6,98 – 12,71 
C ≤ 4,88 ≤ 6,05 ≤ 6,04 ≤ 9,30 ≤ 14,19 ≤ 6,97 
 
Ketiga, sebuah pesantren harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: aspek legal 
formal pesantren, kiai, santri mukim, masjid (laboratorium agama), sumber belajar, sarana 
pendidikan asrama, ruang belajar, perpustakaan, sistem nilai (kultur pesanten) dan sarana 
penunjang kemandirian pesantren.  
Keempat, Unsur yang dominan dalam mempengaruhi peningkatan kapasitas 
pesantren adalah ketersediaan sarana prasarana dan heterogenitas asal santri. Dan 
kelima,tipologi pesantren yang ditemukan melalui penelitian ini adalah pesantren ideal, 
pesantren transformatif dan pesantren standar. 
 
Forming
Storming
Norming
Performing
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K. Rekomendasi 
Berdasar hasil penelitian dan kesimpulan di atas, sejumlah rekomendasi dapat 
diajukan sebagai berikut: 
Pertama, temuan penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan program-program 
pengembangan pesantren yang berkesinambungan. 
Kedua, pengambil kebijakan yang mempunyai tupoksi pengembangan pesantren, 
hendaknya dapat menetapkan program-program yang terkait dengan peningkatan unsur-
unsur  dominan di atas.  
Ketiga, program-program peningkatan sarana-prasarana pesantren dalam berbagai 
peran fungsinya merupakan program yang strategis untuk dilakukan.Selama ini program 
serupa telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum fokus terhadap pesantren-pesantren 
dalam kategori standar dan transformatif. 
Keempat, untuk pesantren-pesantren yang masuk pada tipologi ideal, tampaknya 
lebih dibutuhkanprogram-program perluasan akses terhadap pengembangan kelembagaan 
dan kerjasama jaringan luar negeri. 
Kelima, hendaknya dilakukan program sosialisasi tentang eksistensi dan kiprah 
pesantren-pesantren secara sistemik dan terstruktur pada masyarakat luas melalui berbagai 
media. 
Keenam, hendaknya dilakukan program pengadaan sarana perpustakaan pesantren 
dan peningkatan kualitas, efektivitas kepemimpinan pesantren. 
Ketujuh, pengembangan nilai-nilai pesantren (kultur pesantren) diarahkan pada 
peningkatan kapasitas pesantren, termasuk di dalamnya fungsi pesantren sebagai penjaga 
gawang moralitas bangsa. 
Kedelapan, dalam program pengembangan kelembagaan, mayoritas pesantren 
masih terbatas, bahkan belum ada. Berdasar hal itu hendaknya dilakukan program-program 
yang bertujuan memperluas pengembangan kelembagaan atau ketahanan kelembagaan. 
Kesembilan, penguatan dan peningkatan unsur-unsur dominan hasil penelitian di 
atas dapat dilakukan dengan pola konvergen dan atau parsial. 
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